Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Implikas dari pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam aktajual
beli yang dibuat olen PPAT: studi (?utusan Mahkamah Agung Republik
|ndonesia nomor 1175 K/PID/2016 = Implications of the signature
falsification of one party in the buying and selling act made by the land
deed officia: study Supreme Court number 1175 K/PID/201

Jovita, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20493644& |okasi=Iokal

PPAT adalah pglabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan
tugas dan kewgjibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang
telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Y ang menjadi
permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang tanda tangan salah satu
pihaknya terbukti tidak sah dan implikasi hukum terhadap PPAT yang terbukti bersalah dalam membuat
Akta Jual Beli tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe
penelitian deskriptif analitis, dianalisa dengan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data
sekunder dan penelitiannya melalui studi kepustakaan. Dalam kasusini, PPAT ditetapkan sebagai terdakwa
karena terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemal suan tanda tangan dalam Akta
Jual Beli. Hasil penelitian tesisini adalah Akta Jual Beli tersebut tetap memiliki kekuatan sebagaimana Akta
pada umumnya, sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan Akta Jual Belinya. Dalam putusan, PPAT
sebagai pemberi kerja bertanggung jawab atas karyawan yang terbukti bersalah melakukan pemal suan tanda
tangan salah satu pihak dalam Akta Jual Beli, sehingga yang bersangkutan dikenakan Pasal 264 Ayat (2) jo.
Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Oleh
karenanya, penulis menyarankan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan balik nama
Sertipikat ke PTUN dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta Jual
Beli serta menuntut ganti kerugian.

<hr>

Land Deed Official isageneral officer given the authority to make authentic deeds about certain legal acts
concerning land rights.Nevertheless, thereisa PPAT that does not carry out its duties and obligations
properly. Land Deed Official can be prosecuted to be responsible for the deed he has made, especially if the
deed is defective by law due to its negligence. The problem in this thesisis the legal result of the buy and sell
act, whose signature of one of its parties proved to be invalid and the legal implications of land deed
officials who proved guilty in making the Buy and Sell Act. The research of this thesis uses normative
juridical method of research with the type of analytical descriptive research, analysed by qualitative method
using secondary data collection techniques and research through literature study. In this case, the Land Deed
Official was appointed as the defendant because it proved guilty of committing an act against the law in the
form of signature counterfeiting in the Buy and Sell Act. The research result of thisthesisisthe buy and sell
act still has the strength of the deed in general, until the party that filed the cancellation of the Buy and Sell
Act. In theruling, the Land Deed Official asthe employer is responsible for the employee who proved guilty
of aparty signature forgery in the Buy and Sell Act, so that it is subject to Article 264 Paragraph (2) jo.
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Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code, and sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) months.
Therefore, the author suggests to the injured party to submit a cancellation of the certificate to the Civil

Court of Justiceand submit a civil lawsuit to the District Court to cancel the Buy and Sell Act and clam
damages.



